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Nomor
Lampiran
Perihal

116 C |A4/HK/2OLS 3l Desember 2015
satu berkas
Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor l99lKVl'/l/2015

Yth 1. Rektor Universitas Taclulako di Pa_lu
'2. Dirjen Kelembagaan Iltnu Pengetahual, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi di Jakarta

. Sehubungan dengan telah- ditetapkan Keputusan lVlenteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor lSS1XPI1Il2Ot5 tanggal 30 Desember 2015 tintang
Pembukaan Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Program Studi Sains
Program Doktor dan Program Studi Ilmu Ekoriomi Program Doktor pada
Universitas Tadulako di Palu, bersarna ini kami sampaikan Salinan l(eputusan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimala
mestinya.

Atas perhatian dan kerja sarna yang baik, kami ucal;kan terima kasih.

Biro Hukum dan Organisasi,

Azizah
5812011985032001
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SALINAN

IGPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOI,OGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLII,, INDONtrSIA

NOMOR t99lKm lll2013

TENTANG

PEMBL]KAAN PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL PROGRAM DOKTOR, PROGRAM

STUDI PENDIDIK,A'N SAINS PROGRAM DOKTOR, DAN PROGRAM STUDI ILMU
EKONOMI PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS TADULAKO DI PALU

MtrNTERI RIStrT, TEKNOLOGI, DAN PtrNDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK II{DONESIA,

llenirnbang a bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Tadulako
Nomor 4BB0/UN28IDT I2ALS tanggai 30 Oktober
2015, perlu membuka Program Studi llmr-r Sosial
Program Doktor, Program Studi Pendidikan Sains
Program Doktor, dan Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Doktor Pada. Universitas Tadulako di Paltr;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a Can untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2012 tentarrg Pendidikan Tinggi, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tentang pembukaan Prcgram Studi
Ilmu Sosial Program Doktor, Program Studi Pendidikan
Sains Program Doktor, clan Program Studi IImu
Ekonomi Program Doktor pada Universitas Tadrtlako di
Palu;

Nlengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2072 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidrkan Tinggi dan Pengelolaan
Pergrrruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
nepirUtit< Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor:. 8 Tahun 2Ol2 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peratr.rran Presiden Non:or 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, 'feknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);
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KESATU

KEDUA

5. Keputusan Presiden Nomor L2llP Tahun 2Ol4 tentang
Pembentu-kan Kementcrian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan I'[omor
49 Tahun 2Ol4 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahurr 2Ol4
Nomor'769); \

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan
Pembubaran Perguruan Tiirggi Negeri Serta Pendirian,
Perubahan, dan Pencabutan lzin Perguruan Tinggi
Swasta (Berita Negara Repr:blik Indonesia Tahun 2'Ol4
Nomor 1363);

8. Peraturan lr4enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2Ol5 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 889);

9. Keputusan Ivlenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor' 494 lMlKp/VIll 2015 tentang Pemberian
Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Menandatangani Keputusan lzin Pendirian, Perubahan
Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi
Pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan
Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI R-ISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIIGN TINGGI TE},ITANG PEMBUKAAN PROGRAM
STUDI ILMU SOSIAL PROGRAM DOKTOR, PROGRAM
STUDI PENDID1KAN SAINS PROGRAM DOKTOR, DAN
PROGRAM STUDI II,MU EKONOMI PROGRAM DOKTOR
PADA UI{IVERSITAS TADULAKO DI PALU.

Memberikan i.zin pembukaan Program Studi:
a. Ilmu Sosial Program Doktor;
b. Pendidikan Sains Program Doktor; dan
c. Ilmu Ekonomi Program Doktor
pada Universitas Tadulako di Palu.

Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Sosial Program
Doktor, Program Studi Pendidikan Sains Program Doktor,
dan Program Studi Iimu trkonomi Program Doktor
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus
menghasilkan lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi
nasional Indonesia.

Program Studi Ilrnu Sosial Program Doktor, Program Studi
Pendidikan Sains Program Doktor, dan Program Studi ilmu
Ekonomi Program Doktor sebagaimana dirnaksud dalam
Diktum KESATU clinyatakan memenuhi persyaratan
akreditasi minimal.
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Universitas Tadulako di Palu sebagaimana dirnaksud
dalam Diktr,im KESATU wajib:
a. merlgajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi

Ilmu Sosial Program Dokt<.,r, Program Studi Pendidikan
Sains Program Doktor, dan Program Studi Ilmu
Ekonomi Program Doktof sebagaimana dimaksud
daiam Diktum KESATU sesuai dengan ketentt:an
peraturan perundan g-undangan;

b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai
dengan kctentuan peratrlran perundang-urndangan; dan

c. mclaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi Ilmu
Sosial Program Doktor, Program Studi Pendidikan Sains
Program Doktor, dan Program Studi Ilmu Ekonomi
Prograur Doktor sebagaimana dimaksud dalarn Diktum
KESATU paling lambat i (satu) bulan setelah akhir
sdtiap semester kepada Menteri.

Rektor Universit-as Tadulako wajib menandatangani surat
pernyataan bertanggung .javrab untuk menyelenggarakan
Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Program Studi
PendiCikan Sains Program Doktor, dan Program Studi Ilmu
Ekonomi Program Dokt-or sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan menanggung semua
akibat- apabila dilakukan pencabutan rzin prograrn studi
setelah dinyatakan tidak.layak berdasarkan hasil evaluasi.

Apabila Universitas Tadulako di Palu tidak melaksa.nakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT akan dijatuhi sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturarr perundang-undangan.

Keputusan Menteri
ditetapkan.

ini rnulai berlaku Pada tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

a,n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLII( INDONESIA .

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

AINUN NA'IM
NIP 1960 120419860 1 100 1

sesuai dengan aslinya,
Hukum dan Organlsasl

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
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